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Terkait Pemberantasan Korupsi

PENDAHULUAN

Definisi penyalahgunaan wewenang dalam UUAP
dan menyalahgunakan kewenangan dalam UU Tipikor
memiliki unsur yang sama. Namun, UUAP merupakan
upaya pencegahan (preventif) sedangkan UU Tipikor
merupakan upaya penindakan (represif) dan sebagai upaya
terakhir (ultimum remedium) dalam pemberantasan
korupsi.

Pasal 20 ayat (1) UUAP yang menyebutkan bahwa
pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan
wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan
Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern
pemerintah (APIP). Artinya aparat penegak hukum (APH)
harus menunggu terlebih dahulu hasil pengawasan
internal pemerintah. Hal tersebut juga diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 385
ayat (3) yang menyebutkan “Aparat penegak hukum
melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang
disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan
Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga
pemerintah non kementerian yang membidangi
pengawasan’.

Kondisi ril yang terjadi dalam berbagai proses
penindakan kasus penyalahgunaan wewenang oleh
pejabat pemerintahan masih sangat minim yang ditangani
oleh APIP, melainkan langsung berhadapan dengan Aparat
Penegah Hukum (APH). Seharusnya APIP sebagai
pemangku amanat UUAP yang bertugas mengawal
potensi penyalahgunaan wewenang di instansi pemerintah
telah terlebih dahulu mendeteksi dan menangani berbagai
kasus penyalahgunaan wewenang baik yang sifatnya
administratif maupun pidana (korupsi).

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Pasal-Pasal Penyalahgunaan Wewenang
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6 Subtansi Hukum ‘

Perihal larangan penyalahgunaan wewenang oleh
pejabat pemerintahan (Pasal 17 UUAP) memang menuai

negara dengan Peradilan Tata Usaha Negara yang
memiliki kompetensi absolutnya atau langsung ditarik ke
ranah hukum pidana dalam hal ini Peradilan Umum.
Selama ini pertanggungjawaban kasus penyalahgunaan
wewenang dominan diklasifikasikan ke ranah hukum
pidana. Seiring lahirnya UUAP, pengaturan tentang unsur
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang
tidak lagi murni dilihat dalam pendekatan hukum pidana,
tetapi juga melalui pendekatan hukum administrasi
negara.

Pasal 17 UUAP ayat (2) menyebutkan bahwa
larangan penyalahgunaan wewenang meliputi a. larangan
melampaui wewenang; b. larangan mencampuradukkan
wewenang; dan c. larangan bertindak sewenang-wenang.
Lebih lanjut Pasal 18 UUAP menjabarkan indikator yang
dimaksud dari pasal 17 ayat (2) UUAP. Pasal 18 UUAP
ayat (1) huruf ¢ yang berbunyi “bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan” ternyata juga
berkaitan dengan kriteria menyalahgunakan kewenangan
di dalam UU Tipikor yaitu unsur perbuatan melawan
hukum. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu penyebab
munculnya penafsiran yang sangat subjektif dari
stakeholders. Sehingga diperlukan adanya penjelasan
yang lebih spesifik terkait dengan pemisahan antara
penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum
administratif dan ranah hukum pidana.

‘@ Struktur Hukum

APIP menjadi instrumen penting untuk
mewujudkan organisasi yang bersih dan bebas dari
korupsi. APIP mengawal serta terlibat langsung dalam
setiap langkah pelaksanaan kegiatan pada organisasi sejak
tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring-evaluasi
kegiatan. APIP harus lebih mengedepankan tindakan
preventif daripada represif, artinya APIP diharapkan dapat
mencegah sedini mungkin potensi terjadinya
penyimpangan.
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. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
memperkuat peran APIP. Pasal 11 ayat 5 huruf e
menyebutkan “Inspektorat Daerah provinsi dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi
pencegahan tindak pidana korupsi” dan Pasal 11B
menyatakan dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan
wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah,
Inspektorat Daerah provinsi melaksanakan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c
tanpa menunggu penugasan dari gubernur dan/atau
Menteri.

Peran APIP terkait koordinasi juga diatur dalam
Pasal 385 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tentang
Pemerintahan Daerah yang menyebutkan “Aparat
Penegak Hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan
yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu
berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian
yang membidangi pengawasan”

Koordinasi antara APH dan APIP tersebut belum
berjalan optimal. Hasil temuan lapangan bahwa
koordinasi yang terjadi adalah permintaan APH kepada
APIP untuk menghitung kerugian keuangan Negara.
Artinya, koordinasi yang terjadi bahwa APH meminta
BPKP untuk melakukan audit ketika sudah pro justitia,
sehingga BPKP mempunyai kewajiban hukum sebagai
ahli untuk memenuhi permintaan APH mengaudit
perhitungan kerugian keuangan negara

Penemuan data lapangan juga bahwa sudah ada
Memorandum of Understanding (MoU) antara APH
dengan APIP baik di tingkat pust maupun daerah seperti
Pemerintah Aceh dengan Kejaksaan Tinggi, dan
Kepolisian Daerah Aceh Nomor 002/MOU/2018, Nomor
B-07/N.1/GS/05/2018, Nomor B/MOU/6/
V/Huk.8.1/2018 Tentang Koordinasi Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak
Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau
Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana
Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Tidak optimalnya koordinasi antara APIP dan APH
dikarenakan belum adanya instrumen yang dapat
mengukur terlaksananya koordinasi tersebut.

Pengakuan salah satu narasumber kajian bahwa
APIP di daerah juga belum mempunyai kompetensi yang
sama dalam memahami perkembangan peraturan
perundang-undangan. APIP yang terdiri dari BPKP,
inspektorat jenderal, inspektorat provinsi, inspektorat
kabupaten/kota memiliki kompetensi yang berbeda-beda,
termasuk tingkat independensinya.

Kompetensi dan independensi menjadi faktor
penyebab belum optimalnya implementasi UUAP.
Misalnya terlihat dari penjatuhan sanksi administratif
kepada penyelenggara pemerintahan yang melakukan
penyalahgunaan wewenang belum menggunakan

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat
Pemerintahan yang merupakan turunan UUAP. Tetapi
rujukan yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi
administratif masih Peraturan Pemerintah Nomor 53

isiplin Pegawai Negeri Sipil.
‘G Budaya Hukum

Pengamalan budaya hukum yang belum optimal
mengakibatkan budaya hukum yang berjalan di
pemerintahan belum berfungsi. Sebagai contoh hakim
maupun jaksa bisa saja belum sepenuhnya memahami
peraturan perundang-undangan terkait termasuk UUAP.
Contoh lain mengenai budaya hukum juga terkait dengan
persepsi masyarakat bahwa proses peradilan administrasi
yang diatur oleh UUAP seolah dipahami sebagai cara
untuk membersihkan diri dari tuduhan dan pemidanaan
penyalahgunaan wewenang karena dimungkinkan adanya
pengembalian keuangan negara secara administratif.
Padahal sesungguhnya apabila berdasarkan dari sisi
penyidik dalam hal ini APH menemukan unsur perbuatan
melawan hukum dalam suatu perkara yang ternyata bukan
semata-mata kesalahan administratif sebagaimana temuan
APIP, maka APH tetap akan memproses perkara tersebut
secara pidana mengingat pengembalian kerugian negara
tidak menghapus pidananya sebagaimana diatur Pasal 4
UU Tipikor.

APIP dan APH memiliki pandangannya masing-
masing dalam menterjemahkan materi UUAP. Budaya
hukum yang ditimbulkan dari UUAP sendiri cenderung
banyak menyisir wilayah yang multitafsir. Sehingga, baik
APIP dan APH cenderung bermain di wilayahnya masing-
masing demi menghindari kesalahan penafsiran materi
undang-undang. Walaupun semangat UU AP adalah
primum remedium akan tetapi melihat budaya hukum yang
kurang berfungsi seakan menutupi azas tersebut
dibandingkan azas ultimum remedium.
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REKOMENDASI

Perlu adanya revisi UUAP terkait dengan pengaturan mekanisme koordinasi
antara APIP dan APH dalam penanganan kasus penyalahgunaan wewenang

Jika badan atau pejabat keberatan atas putusan atau sanksi, dapat mengajukan gugatan

PTUNE = i L e s ey T

Wewenang pemberimm sanksi diberikan kepada Atasan Pejabat

Badan

Atasan Pejabat/Pimpinan

L

APIP

b

Masyarakat

APH wajib bey
dengan APIP
melakulan p

Aparat Penegak Hukum (APH)

\I Tidak I

Terdapat kesalahan administratif Dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara
wyang menimbulkan kerugian ———— paling lambat 10 hari kerja sejak diputuskan dan
keuangan negara diterbitkannya hasil pengawasan
Kesalahan administrastif I___ - Dilakukan tindak lanjut dengan penyempurnaan
administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku

Tindakan melanggar hukum I

APIP menyerahkan tindak

A

Perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan antara UUAP dengan UU Tipikor, UU ORI, dan UU
PTUN terhadap konsep penyalahgunaan kewenangan dalam ranah hukum administrasi negara yang secara
tegas dapat membedakan dengan pengaturan larangan penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum pidana

Stakeholders UUAP perlu menyusun program dan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan

implementasi UUAP

Badan Pemeriksaan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP)

- Inspektorat Jenderal

- Inspekktorat Provinsi

- Inspektorat Kabupaten/
Kota

- Kejaksaan
- Kepolisian

a. Regulator: bahwa BPKP sebagai lembaga
pembina auditor, harus mengintegrasikan
subtansi UUAP dalam Instrumen Audit APIP
(IACM) dan kurikulum diklat auditor
b. Eksekutor : bahwa APIP harus

PEJABAT PEMERINTAHAN

Atasan Pejabat

P peran dalam
peng; terhadap p
wewenang oleh penjabat pemerintahan sesuai
dengan PP48/2016

2. Regulator: bahwa BPKP sehagai lembaga

pembina auditor, harus mengintegrasikan

subtansi UUAP dalam Instrumen Audit APIP

(TACM) dan kurikulum diklat auditor

b. Eksekutor : bahwa APIP harus
peran dalam

peng: terhadap p

PAN-RB

Kementerian
Dalam Negeri

wewenang oleh penjabat pemerintahan sesuai
dengan PP48/2016

- Harus ada aturan teknis berupa MoU
atau SOP terkait penanganan perkara
penyalahgunaan kewenangan antara
APIP, Kejaksaan, dan Kepolisian sebagai
komitmen implementasi UUAP

- Perlu adanya forum bersama antara
APIP, Kejaksaan dan Kepolisan dalam
hal y kasus penyalah

wewenang, apakah kasus tersebut
merupakan ranah administrasi atau
merupakan ranah pidana

L
Administrasi
Negara

Harus adanya komitmen dalam!
hal penegakan sanksi
administratif terhadap
penyalahgunaan wewenang oleh!
pejabat pemerintahan sesuail
dengan PP48/2016

- Perlu adanya sosialisasi secara
masif terkait UUAP dan aturan|
pelaksanaanya

- Harus ada pengaturan/petunj!
yang lebih teknis terkait]
penerapan PP48/2016

Harus adanya koordinasi dengan
Kementerian PAN RB terkait
sosialisasi dan penerapan UUAP
dalam menjalankan peran
pembinaan dan pengawasan
kepada Pemerintah Daerah

Menyusun pelatihan khusus
terkait dengan
pengimplementasian UUAP dan
menginternalisasi materi AUPB
dalam materi pelatihan
kepemimpinan dan pelatihan
teknis lainnya

MASYARAKAT (ASN)

Masyarakat (ASN) Jf Bahwa diharapkan
ASN atau

penyelenggara
Negara dapat
memahami
substansi dari
UUAP

erlu penguatan peran, kewenangan, dan fungsi
APIP yang diatur dalam bentuk regulasi Undang-
Undang

Perlu adanya harmonisasi antara Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan
Pemerintah 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat
Pemerintahan yaitu terkait mekanisme
penanganan dan jenis sanksi
administratif/hukuman disiplin terhadap
penyalahgunaan wewenang
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